
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK OLEH 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DESA MUNGGUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infrmasi Publik;  

 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik;  

 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah;  

 Peraturan Pemerintah Nomor 
61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan UndangUndang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infrmasi Publik;  

 Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Layanan Informasi 
Publik; 

 Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pengklasifikasian Informasi 
Publik;  

 Peraturan Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintahan Daerah. 

1. Menguasai Tata Pembukuan  
2. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima  
3. Memiliki Tata Krama 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

Masyarakat yang membutuhkan 
informasi publik dari 
Pemerintahah 

1. Formulir  
2. Komputer  
3. Telepon  
4. Jaringan Internet  
5. Alat Tulis Kantor 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Apabila SOP tidak dilaksanakan 
dengan baik, maka akan 
mengganggu proses permintaan 
informasi publik. 

Dicatat pada buku rekap informasi 

 

 

 

 



 


